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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara
dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi dan akuntabilitas;

- Dasar hukum keputusan ini adalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 Tentang
Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun
2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 826);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
198 /HK.03.1-Kpt/04/KPU/X /2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

CATATAN :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juli
2025 Lampiran 6 hlm.
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